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RINGKASAN

Muhammad Ikbal, Januari 2026. PENGATURAN AMBANG BATAS
MAKSIMUM SEBAGAI RESPON REKAYASA KONSTITUSIONAL ATAS
PUTUSAN MK NO.62/PUU-XXI1/2024. Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman.
Pembimbing Utama: Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.

Pembentukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga politik yang
dijalankan melalui proses legislasi. Namun demikian, produk hukum yang
dihasilkan oleh lembaga politik tidak bersifat absolut. Ketika suatu undang-undang
terbukti merugikan atau membatasi hak-hak konstitusional warga negara, maka
prinsip negara hukum menghendaki adanya mekanisme pengawasan dan
pengendalian (control mechanism) oleh lembaga hukum. Mahkamah Konstitusi
sebagai Lembaga yang berwenang dalam menafsirkan langsung konstitusi yang
diamanahkan oleh UUD 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
ternyata telah mengalami pengujian yang Panjang selama 33 kali, karena dianggap
telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi
sebagai The Guardian of Constitution bergeser dari pendiriannya pada putusan-
putusan sebelumnya yang kemudian menghapus ketentuan Presidential Treshold
karena telah melampaui batas Open Legal Policy serta telah melanggar moralitas,
rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang bersifat intolerable. Namun,
kekhawatiran lain muncul adalah mengenai penghapusan presidential threshold
menimbulkan konsekuensi logis dalam sistem multi partai di Indonesia yaitu
memungkinkan terlalu banyaknya jumlah partai politik yang juga menimbulkan
banyaknya calon presiden dan calon wakil presiden tidak serta merta berdampak
positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Sehingga Mahkamah Konstitusi
meminta kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan rekayasan
konstitusional (conmstitutional engineering) dalam melakukan revisi terhadap
Undang-Undang Pemilu. Salah satu poin dari rekayasa konstitusional itu adalah
menginginkan koalisi partai politik tidak menyebabkan dominnasi atau
keterbatasan pasangan calon sehingga terbatasnya pilihan bagi pemilih. Maka dari
itu ambang batas maksimum menjad Solusi dalam menjawab rekayasa
konstitusional tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rekayasa
konstitusiona/ sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
62/PUU-XXI1/2024, khususnya dalam konteks pembentukan Rule of the Game
pemilu dan untuk mengetahui bagaimana konsep ambang batas maksimum
presidensial sebagai alternatif solusi konstitusional dalam menghadapi persoalan



dominasi koalisi partai politik dalam sistem multipartai di Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian preskriptif, dimana

penulis berupaya menganalisa permasalahan yang ada untuk memberikan
argumentasi yuridis serta saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Tipe
penelitian ini adalah penelitian hukum berorientasi pembaruan (law reform oriented
research) dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan

(Statue approach) dan pendekatan konsep (Conseptual approach) dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1.

Pembahasan ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XXI1/2024 dalam kerangka Teori Argumentasi Hukum yang
memandang putusan hakim sebagai hasil penalaran rasional dan
bertanggung jawab, sehingga Mahkamah bergeser dari pandangan
sebelumnya yang menganggap presidential threshold sebagai kebijakan
hukum terbuka; melalui pertimbangan hukum (legal reasoning) yang
memuat ratio decidendi dan obiter dicta, Mahkamah merumuskan lima poin
rekayasa konstitusional yang meskipun sebagian bersifat obiter dicta tetap
memiliki bobot yuridis dan moral kuat sebagai tafsir konstitusi, dengan
tujuan menjaga keseimbangan antara pembukaan akses pencalonan
presiden dan wakil presiden bagi seluruh partai politik peserta pemilu,
pencegahan dominasi koalisi besar yang dapat menyempitkan pilihan rakyat
dan memicu polarisasi, selain itu, MK menegaskan pentingnya pengaturan
koalisi yang proporsional, kewajiban partai politik untuk mengusulkan
calon, penguatan kelembagaan partai, dan penerapan prinsip partisipasi
publik yang bermakna (meaningful participation) dalam revisi UU Pemilu,
dengan melibatkan partai politik parlemen dan non-parlemen, masyarakat
sipil, serta pemangku kepentingan lain, agar rekayasa konstitusional yang
dirumuskan benar-benar menjamin kesetaraan politik, kualitas demokrasi,
dan perwujudan kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945.

Konsep ambang batas maksimum presidensial merupakan solusi
konstitusional yang relevan dalam sistem multipartai Indonesia pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024, karena mampu
menjawab dua persoalan utama yang dikhawatirkan Mahkamah, yakni
dominasi koalisi partai politik dan terbatasnya jumlah pasangan calon
presiden dan wakil presiden; pengaturan ambang batas maksimal yang
selama ini hanya diarahkan untuk mencegah calon tunggal terbukti belum
memadai, sebab dominasi juga dapat terjadi dalam kontestasi dua pasangan
calon yang bersifat dikotomis dan berpotensi menurunkan rasionalitas



pilithan pemilih serta kualitas kedaulatan rakyat, terlebih dalam konteks
ketimpangan struktural antara partai parlemen dan non-parlemen; berbagai
gagasan ambang batas maksimum mulai dari 50%, 40%, hingga 20-30%
jumlah partai politik menunjukkan upaya membatasi koalisi besar, namun
masih menyisakan risiko dominasi struktural apabila hanya berbasis
parameter kuantitatif, sehingga penulis menawarkan konsep ambang batas
maksimum sebesar 1/3 jumlah partai politik di parlemen sebagai desain
yang lebih proporsional dan tepat sasaran, karena secara langsung
membatasi sumber dominasi, mendorong terbentuknya lebih dari dua poros
pencalonan, tetap menjaga keterbukaan bagi partai non-parlemen, serta
menyeimbangkan antara inklusivitas pencalonan, kompetisi yang adil, dan
keberlanjutan demokrasi presidensial dalam kerangka konstitusi.
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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024 yang
menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menandai perubahan paradigma
penting dalam desain pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Putusan
ini tidak hanya menghapus ambang batas minimal presidensial (presidential
threshold), tetapi juga memuat rekayasa konstitusional yang bertujuan mencegah
dominasi koalisi partai politik serta terbatasnya jumlah pasangan calon dalam
sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
analisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka Teori Argumentasi Hukum
untuk menelaah legitimasi dan makna yuridis pertimbangan hukum Mahkamah,
termasuk peran ratio decidendi dan obiter dicta. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun penghapusan ambang batas minimal membuka ruang pencalonan
yang lebih inklusif, kondisi tersebut berpotensi melahirkan dominasi koalisi besar
dan penyempitan pilihan politik apabila tidak diikuti dengan desain pengaturan
lanjutan. Oleh karena itu, konsep ambang batas maksimum presidensial diajukan
sebagai solusi konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan
pencalonan dan kualitas kompetisi demokratis. Setelah mengkaji berbagai gagasan
ambang batas maksimum berbasis jumlah partai politik, penelitian ini menawarkan
konsep ambang batas maksimum sebesar 1/3 jumlah partai politik di parlemen
sebagai desain yang proporsional dan tepat sasaran, karena membatasi sumber
dominasi struktural tanpa menghidupkan kembali ambang batas minimal,
mendorong hadirnya lebih dari dua pasangan calon, serta tetap menjamin hak
konstitusional partai politik non-parlemen. Konsep ini diharapkan dapat
memperkuat rasionalitas pemilu, kualitas kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan
demokrasi presidensial di Indonesia.

Kata Kunci (keyword): presidential threshold, ambang batas maksimum, rekayasa
konstitusional, dominasi koalisi
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